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KEMENTERIAN
\ % KELAUTAN DAN
- PERIKANAN

BENTURAN
NEPENTINGAN,
APA ITU? |

situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga
memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap
penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi
kualitas keputusan dcm?cntau tindakannya.
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BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Seperti apa sih bentuk
Benturan Kepentingan?

Gratifikasi

Penggunaan aset
Rahasia jabatan

Rangkap jabatan/instansi
Rekrutmen pegawai
Proses pengawasan
Penyalahgunaan jabatan
Pemerasan

XXX XXX XX

Siapa saja yang
berpotensi terlibat?

Pejabat Struktural

Pejabat Perencana/Koordinator Program
Petugas Pelayanan Publik

Pengelola Anggaran

Pejabat Kepegawaian

Pengelola BMN

Sekretaris

Pejabat Fungsional Tertentu
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Kondisi terjadinya
Benturan Kepentingan

1.
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Mendapat fasilitas/hadiah dari satuan kerja dan/atau
pihak ketiga yang dapat menimbulkan Conflict of
Interest dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap.
Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan
keluarga.

. Membocorkan rahasia kegiatan pengawasan, promosi,

dan mutasi jabatan.

Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan
penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari
penyedia barang/jasa.

. Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses

penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak
langsung.

. Mempengaruhi kaidah proses pengawasan dan hasil

pengawasan.

Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi
dcm)/otou keluarga dan golongan dan mempengaruhi
pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.

. Meminta fasilitas/hadiah dari satuan kerja dan/atau

pihak ketiga.

. Mempunyai hubungan sedarah dalam hubungan

keluarga inti dengan pegawai BBP3KP
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Strategi penanganan
Benturan Kepentingan
di BBP3KP
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Penandatanganan Pakta Integritas
Internalisasi Kode Etik

Pelaporan LHKPN/LHKASN
Pernyataan “Dilarang memberikan
sesuatu yang dapat mengakibatkan
KKN” dalam surat tugas
Pengawasan internal oleh Inspektorat
Jenderal

Pelaporan gratifikasi

Pelaksanaan SOP pengelolaan aset
Pengisian form peminjaman BMN
Penandatanganan surat pernyataan
Penempatan pegawai
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